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Abstrak

Dalam model pembangunan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi, berbagai prakarsa pembangunan,
terutama yang berbasis lahan, berpotensi menjadi konflik, terutama terjadinya tumbukan klaim antara
sektor usaha dengan masyarakat. Pada akhirnya, konflik lahan dan kekayaan alam tersebut dapat menjadi
“biaya” yang tidak terhindarkan dalam kegiatan pembangunan, dan “biaya” ini kemudian dibebankan

kepada para pihak yang berkonflik, baik itu kelompok masyarakat, sektor usaha maupun pemerintah.
Studi Biaya Konflik dari Perspektif Pemerintah mencoba memahami bagaimana pemerintah memandang
konflik, termasuk di dalamnya beban yang diderita ketika menghadapi konflik. Persepsi pemerintah ini
akan mempengaruhi bagaimana respon yang diberikannya dalam menangani kejadian konflik lahan dan
kekayaan alam di daerahnya dalam bentuk arah kebijakan dan tindakan.

Kata kunci: biaya konflik; konflik; persepsi; kekayaan alam.



PENDAHULUAN

APA ITU BIAYA KONFLIK

A. Konflik lahan dan kekayaan alam

merupakan biaya yang ditimbulkan ekonomi
pertumbuhan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
Indonesia, rencana pembangunan diarahkan
untuk mendoronginvestasi usaha serta memacu
ekspor, konsumsi dan pengeluaran pemerintah.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan
ekonomi hingga 8 persen dengan total investasi
sebesar Rp. 26.558 triliun pada tahun 2019.
Sementara itu Pemerintah juga menargetkan
penurunan tingkat kemiskinan sebesar 7-8
persen, tingkat pengangguran menjadi sekitar
4-5 persen, nilai Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) sebesar 76,3 dan rasio Gini sebesar 0,36.

Untuk mencapai target pembangunan tersebut,
Pemerintah menetapkan Kebijakan Rencana
Program (KRP) Pembangunan yang memuat
strategi pencapaian target pertumbuhan
ekonomi sebagai arahan dalam pelaksanaan

pembangunan. Dalam implementasinya
di lapangan, KRP Pembangunan ternyata
belum sepenuhnya efektif menjawab

kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa sisi,
KRP Pembangunan justru menjadi sumber
konflik, terutama pada investasi berbasis
lahan. Beberapa KRP mendorong terjadinya
tumbukan klaim lahan dan kekayaan alam
antara masyarakat setempat dengan sektor
usaha. Di sini, konflik lahan dan kekayaan alam
akhirnya menjadi “biaya” pembangunan yang
tidak terhindarkan dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan.

Konsorsium Pembaharuan Agraria mencatat,
dalam masa pemerintahan Presiden Joko
Widodo, pada periode 2015-2019 terdapat
2.047 kasus konflik lahan.? Pada tahun 2017
terdapat 659 konflik agraria. Sementara itu,
laju perkembangan kasus ini melonjak sebesar
78,67 persen dalam periode 2015 ke 2016.

Sedangkan pada tahun 2018 terjadi 410 konflik
yang berkenaan dengan lahan seluas 807.117,6
hektar dan melibatkan 87.568 Kepala Keluarga
(KK).?

. Konflik lahan dan sumberdaya alam

menimbulkan kerugian bagi semua pihak.
Konfliklahandan sumberdayaalam menimbulkan
risiko serta biaya atau kerugian para pihak.
Sebuah studi tentang biaya konflik lahan dan
sumberdaya alam dari perspektif perusahaan
sektor kelapa sawit melaporkan bahwa
konflik menimbulkan kerugian finansial akibat
terganggunya kegiatan produksi. Diperkirakan
perusahaan dapat merugi akibat konflik
hingga 51 - 88 persen dari biaya operasional
perusahaan dan 102 - 177 persen dari biaya
investasi per tahun.* Estimasi tersebut diukur
dari hilangnya laba usaha dan waktu staf yang
dialihkan untuk mengatasi konflik.

Sementara itu studi pada tahun 2017
menunjukkan biaya konflik dari perspektif
masyarakat. Kerugian utama yang dirasakan
masyarakat di sekitar hutan akibat konflik lahan
dan kekayaan alam adalah perubahan pola
pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga
hasil hutan yang sebelumnya diperoleh secara
gratis kini harus dibeli. Estimasi biaya akibat
dampak konflik besarnya Rp.51.617.040 per
tahun per keluarga yang memiliki kebun
sawit atau mengikuti program inti-plasma.
Sementara itu keluarga yang tidak memiliki
kebun menanggung beban Rp.32.294.844 per
tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik
yang terjadi dan tidak selesai namun berlanjut
dalam waktu relatif lama dapat membuat
masyarakat terperangkap dalam proses
pemiskinan yang kian dalam. Hal ini ditunjukkan
dengan melemahnya kemampuan masyarakat
untuk menabung ataupun melakukan investasi,

3 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/10/konflik-agrar-
ia-tak-kunjung-pudar

4 Daemeter bekerjasama dengan CRU-IBCSD. 2016. The Cost of Conflict in Oil Palm
in Indonesia.

1 RPJMN 2015 - 2019 Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional

2 https://www.cnnindonesia.com/nasional /20200106132321-20-462771/konflik-
lahan-era-jokowi-2-kali-lipat-dari-2-periode-sby



termasuk  menyempitnya peluang untuk
mobilitas sosial karena terbatasnya peluang
untuk mendapatkan pendidikan yang lebih
baik.?

Kedua studi ini menunjukkan bahwa konflik
menimbulkan  kerugian para pihak yang
berkonflik dan berkepentingan. Karena konflik
merupakan keniscayaan dalam intervensi
pembangunan, keberadaannya memerlukan
perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Mandat Pemerintah Pusat dan Pemda dalam
penanganan konflik telah tertuang pada
TAP MPR Rl Nomor IX Tahun 2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam. TAP MPR tersebut memandatkan
Pemerintah Pusat/Daerah untuk,
“Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan
dengan sumber daya agraria yang timbul
selama ini dan sekaligus mengantisipasi potensi
konflik pada masa mendatang guna menjamin
terlaksananya penegakan hukum didasarkan
atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud
Pasal 4 Ketetapan ini” serta “Mengupayakan
dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam
melaksanakan program pembaharuan agraria
dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya
agraria yang terjadi”.

Konsekuensi dari mandat ini adalah bahwa
Pemerintah harus melakukan: 1) sinkronisasi
kebijakan untuk mengakhiri dualisme hukum
atau tumpang tindih kewenangan; 2) landreform

5 Perkumpulan KARSA bekerjasama dengan CRU-IBCSD. 2017. Studi Biaya Konflik

Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat.

6 TAP MPR Rl Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan

Sumber Daya Alam

dengan mengedepankan kepemilikan tanah
untuk rakyat; 3) inventarisasi dan pendaftaran
tanah untuk landreform; 4) pencegahan dan
penyelesaian konflik agraria; 5) penguatan
kelembagaan dan kewenangan lembaga yang
berkompeten; dan 6) pembiayaan untuk
kegiatan-kegiatan pelaksanaan Reforma Agraria
dan penyelesaian konflik agraria.

Untuk memahami faktor-faktor yang dapat
menimbulkan sense of urgency agar pemerintah
bersungguh-sungguh menangani konflik lahan
dan kekayaan alam dengan mempertimbangkan
berbagai pemangku  kepentingan  yang
terdampak dan dapat dilakukan secara tuntas
serta menyeluruh, CRU - IBCSD bekerjasama
dengan Urban and Regional Development
Institute (URDI) telah memprakarsai Studi biaya
konflik dari perspektif Pemerintah/Pemda.

. Pengetahuan tentang dampak potensial

konflik sebagai pertimbangan perencanaan
yang lebih baik.

Pemahaman tentang persepsi Pemerintah/
Pemda tentang konflik sangat penting
dalam penanganan konflik, terutama dalam
mengupayakan dukungan dan komitmen
Pemerintah/ Pemda untuk mendorong
penyelesaian konflik. Komitmen Pemerintah/
Pemda dalam penanganan konflik sangat
diperlukan untuk mengupayakan keberlanjutan
penyelesaian konflik yang telah disepakati dan
dilaksanakan, serta diharapkan dapat meredam
timbulnya konflik baru di kemudian hari.



METODE:

BAGAIMANA STUDI INI DILAKUKAN?

Studi ini difokuskan pada dua pertanyaan pokok
yaitu (1) apa dan bagaimana persepsi Pemerintah/
Pemda tentang kerugian atau risiko apabila
mengabaikan konflik, menunda penanganan konflik,
atau menangani konflik namun tidak maksimal?;
dan (2) apa serta bagaimana arah kebijakan dan
tindakan Pemerintah/Pemda terhadap konflik yang
dirasakan menghambat dan/atau mengganggu
kelancaran pembangunan?

Tim memaknai konflik lahan dan sumberdaya
alam sebagai suatu perselisihan atas lahan dan
sumberdaya alam yang telah berdampak luas secara
sosial, politik, ekonomi, pertahanan atau budaya.
Berangkat dari batasan makna tersebut, maka
biaya dan kerugian yang ditanggung pemerintah/
pemda mencakup aspek-aspek finansial, sosial,
politik, ekonomi, dan budaya, sehingga biaya
konflik dalam studi ini bersifat kualitatif. Data
dan informasi kuantitatif bertujuan memperkuat
penjelasan tentang persepsi kerugian dan risiko
Pemerintah/Pemda akibat terjadinya konflik.

Biaya konflik dalam penelitian ini dimaknai sebagai
risiko, biaya, kerugian dan konsekuensi yang
timbul akibat absennya respon Pemerintah ketika
menghadapi gejolak sosial, ekonomi, dan politik,
akibat respon umpan balik (feedback) publik
terhadap pelaksanaan KRP pembangunan.

Studi ini  menggunakan beberapa metode
pengumpulan data yaitu studi literatur, wawancara
mendalam dan Delphi melalui URDI Learning Forum
(ULF). Sedangkan metode analisis yang digunakan
antara lain adalah analisis media, pemetaan
aktor serta pemangku kepentingan, permodelan
dinamika sistem perencanaan dan penganggaran
pembangunan terkait investasi, analisa dampak
kebijakan serta analisis kebijakan dan kelembagaan.

Untuk memahami kompleksitas sistem kerja
pemerintahan terkait pembagian urusan dan
kewenangan dalam penanganan konflik lahan
dan sumberdaya alam, studi ini menggunakan

pendekatankapasitasyurisdiksipemerintah sebagai
alat analisis. Tim menganalisis tiga elemen utama,
yakni (1) kepemimpinan, komunikasi politik dan
manajemen birokrasi yang efektif; (2) penyusunan
kebijakan dan pengaturan kelembagaan; serta (3)
perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Ketiga elemen ini digunakan untuk melihat persepsi
Pemerintah/Pemda terhadap konflik dan biaya
yang ditimbulkannya serta respon yang dilakukan
serta tantangan yang dihadapinya.

Selanjutnya, pendekatan studi kasus digunakan
untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan
KRP Pemerintah/Pemda dan implikasinya, serta
memperoleh  pemahaman dan pengalaman
Pemda dalam penanganan konflik di tingkat lokal.
Pemilihan studi kasus didasarkan pada adanya
prakarsa dan dukungan Pemda dalam penanganan
konflik lahan dan sumberdaya alam. Kasus yang
dipilih sebagai objek studi kasus adalah Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di
Kabupaten Lombok Utara dan Pemprov Sumatera
Selatan (Sumsel) di Kabupaten Musi Banyuasin.
Kabupaten Musi Banyuasin dipilih terutama
dengan mempertimbangkan adanya Satuan Tugas
(Satgas) Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria
(P2KA) yang mendapat dukungan dari organisasi
masyarakat sipil setempat. Sementara, Kabupaten
Lombok Utara dipilih dengan pertimbangan
adanya kebutuhan kepastian lahan pasca kejadian
bencana gempa bumi tahun 2018 serta prioritas
pembangunan untuk pengembangan daerah pada
sektor pariwisata. Di Kabupaten Lombok Utara juga
terdapat prakarsa resolusi konflik yang melibatkan
sebuah perusahaan pemegang konsesi HTI dengan
masyarakat di tiga desa di Kecamatan Bayan.

Studi ini membatasi rentang waktu pengamatan
pada masa pemerintahan Kabinet Kerja tahun
2014-2019 dengan fokus pembahasan utama pada
prioritas KRP pembangunan, terutama terkait
investasi publik serta investasi swasta dalam dan
luar negeri, serta implikasinya pada konflik lahan
dan sumber daya alam.



TENTANG KEBIJAKAN,
RENCANA DAN PROGRAM PEMERINTAH

PERIODE 2015-2019

Nawacita merupakan pedoman pembangunan
nasional 2015-2019 yang kemudian dijabarkan ke
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) sebagai agenda kerja Pemerintah
untuk mewujudkan negara vyang berdaulat
secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi,
dan memiliki kepribadian dalam kebudayaan.
Pemerintah melaksanakan agenda kerja tersebut
dengan menetapkan strategi pembangunan
yang memuat tiga dimensi pembangunan, yaitu
pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan,
perumahan, karakter), pembangunan sektor
unggulan (kedaulatan pangan, kedaulatan energi
dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan,
pariwisata dan industri), serta pemerataan dan
kewilayahan (antar kelompok pendapatan, dan
antar wilayah yang meliputi desa, wilayah pinggiran,
luar Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia).

NAWACITA

Gambar 1:. KRP Pembangunan yang Relevan dengan Studi

Dimensi pembangunan tersebut kemudian menjadi
panduan dalam perumusan KRP Pembangunan
Pemerintah  sebagai instrumen pelaksanaan
pembangunan. Uraian di atas menjelaskan bahwa
dimensi pembangunan sektor unggulan dan
dimensi pemerataan serta kewilayahan memiliki
keterkaitan dengan konteks konflik yang menjadi
fokus studi ini karena kedua dimensi tersebut
memuat aspek pengelolaan lahan dan kekayaan
alam untuk memenuhi target pertumbuhan
ekonomi. Dengan pertimbangan tersebut, KRP
Pembangunan yang menjadi pembahasan studi ini
meliputi: (1) Membangun Indonesia dari Pinggiran
dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa
dalam Kerangka Negara Kesatuan; (2) Percepatan
Penyediaan Infrastruktur; (3) Proyek Strategis

Nasional (PSN); (4) Paket Kebijakan Ekonomi, (5)
Reforma Agraria; dan (6) Kebijakan Satu Peta (One
Map Policy).




IMPLIKASI KRP PEMBANGUNAN TERHADAP
KONFLIK LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM.

Studi literatur yang dilakukan mengumpulkan
beberapa kejadian konflik yang terjadi dalam masa
pelaksanaan KRP Pembangunan dalam rentang
tahun 2015-2019, yaitu:

A. Kejadian konflik terkait meningkatnya

kebutuhan lahan untuk pembangunan
infrastruktur:
Meningkatnya pembangunan infrastruktur
selalu meningkatkan kebutuhan akan lahan.
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan
Pemerintah dalam rangka mengejar daya saing
dan pertumbuhan ekonomi tertuang dalam
RPJMN 2015-2019 dan kemudian dipertegas
kembali dengan Paket Kebijakan Ekonomi
Jokowi serta Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 1Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.’

7 https://setkab.go.id/komitmen-pemerintah-dalam-penyediaan-infrastruk- 8
tur-perpres-nomor-3-tahun-2016-dan-inpres-nomor-1-tahun-2016/

Salah satu kasus konflik pengadaan lahan untuk
pembangunan infrastruktur terjadi di Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Provinsi NTB.
KEK Mandalika yang awalnya dirancang pada
era Soeharto, baru dapat dilaksanakan pada
era Joko Widodo. Persoalan pembebasan
lahan yang berlarut-larut langsung diantisipasi
Presiden dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional. Dengan Inpres tersebut,
pembebasan lahan dapat dilakukan sehingga
infrastruktur dasar mulai dapat dibangun,
diantaranya instalasi pengolahan air bersih Batu
Jai Praya berkapasitas 200 |/detik, Bandara
Lombok, Gardu Induk Kuta berkapasitas 150 Kv,
Pelabuhan Lembar serta jalan.®

https://ads.kontan.co.id/news/mengukur-dampak-pembangu-
nan-infrastruktur

B

KRP

IMPLIKASI
PEMBANGUNAN

Gambar 2. Implikasi KRP Pembangunan yang Memicu Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam




B. Kejadian konflik karena meningkatnya konversi

lahan pertanian untuk kawasan industri dan
infrastruktur.

Gencarnya pembangunan kawasan industri dan
infrastruktur membutuhkan lahan yang cukup

menyediakan 69 juta hektar hutan produksi
konversi untuk pengembangan infrastruktur
melalui mekanisme IPPKH. Sampai tahun 2015,
kawasan hutan produksi konversi yang telah
dimanfaatkan mencapai 56,3 juta hektar."

besar. Kebutuhan lahan ini dipenuhi antara lain
dengan mengonversi lahan pertanian. Konversi
lahan pertanian ini terlihat dari luas lahan baku
sawah yang terus mengalami penurunan.

Untuk mendorong kemudahan berusaha dan
iklim investasi untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerintah mempermudah mekanisme
pelepasan kawasan hutan melalui pemangkasan
durasi pengurusan serta jumlah syarat yang
dipenuhi. Kemudahan ini menjadi “karpet
merah” bagi para pelaku usaha untuk
mengembangkan bisnis berbasis lahan di
Indonesia. Berdasarkan data KLHK, total luasan
pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan
sawit periode 1987-2018 mencapai 5.418.413
hektar. Kemudahan-kemudahan ini justru
memiliki konsekuensi terhadap kerugian sosial,
lingkungan, serta potensi konflik lahan yang
terjadi.”

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2018 diketahui bahwa luas lahan baku
sawah menurun dari 7,75 juta hektar menjadi
7,1 juta hektar.? Sementara itu, kemampuan
Pemerintah dalam menjaga lahan pertanian
lebih rendah dibandingkan dengan laju
konversi lahan pertanian. Data Kementerian
Pertanian tahun 2014 menunjukkan bahwa
rata-rata jumlah lahan pertanian yang dicetak
Pemerintah per tahun hanya 40 ribu hektar,
sedangkan rata-rata konversi lahan pertanian
secara nasional mencapai 100 ribu hektar.
Kasus pelepasan kawasan hutan di Kabupaten
Konversi lahan pertanian untuk kawasan industri Buol Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan
dan infrastruktur juga memicu terjadinya salah satu contoh gambaran konflik lahan
konflik lahan. Kasus seperti ini terjadi di akibat pelepasan kawasan hutan dan izin
Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Provinsi pinjam pakai. Pemda serta warga Buol menolak
Jawa Timur. Para petani setempat menolak SK KLHK Nomor 571 Tahun 2018 tentang
rencana pembangunan kawasan industri di Pelepasan Kawasan Hutan dan Penetapan
area Bongkoran, Wongsorejo. Pembangunan Batas Area Pelepasan Kawasan Hutan Produksi
kawasan industri dianggap akan mengurangi Konversi untuk Perkebunan Sawit seluas 9.964
lahan pertanian untuk mayoritas penduduknya hektar. Penolakan ini dilakukan karena adanya
yang adalah petani. Oleh karena itu, para kekhawatiran terhadap berkurangnya alokasi
petani meminta Pemkab Banyuwangi agar lahan masyarakat serta timbulnya ancaman
membatalkan rencana pembangunan kawasan bencana banjir dan longsor akibat perubahan

industri di Kecamatan Wongsorejo."

C. Kejadian konflik karena meningkatnya

pelepasan kawasan hutan dan izin pinjam pakai

kawasan hutan.

fungsi kawasan penyangga.®

. Kejadian konflik karena meningkatnya

kebutuhan investasi swasta dalam negeri dan
luar negeri.

Upaya Pemerintah dalam mencapai per- Dukungan pembiayaan jelas dibutuhkan untuk
tumbuhan ekonomi melalui pembangunan mempercepat pembangunan infrastruktur
semakin mempermudah mekanisme pelepasan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan
kawasan hutan dan pemberian izin pinjam RPJMN 2015-2019, total kebutuhan biaya

pakai kawasan hutan (IPPKH). KLHK telah pembangunan infrastruktur Indonesia

11 https://properti.kompas.com/read/2015/03/31/210000621/Perizinan.Penggu-
naan.Kawasan.Hutan.untuk.Infrastruktur.Hanya.90.Hari

12 https:/ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1729

13 https://www.mongabay.co.id/2019/05/07/menyoal-pelepasan-ka-
wasan-hutan-buat-perusahaan-sawit-di-buol/

9 https:/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025153705-92-341433/bps-se-
but-luas-lahan-pertanian-kian-menurun

10 https://kbr.id/nusantara/07-2018/petani_banyuwangi_tolak_wongsorejo_jadi_
kawasan_industri/96520.html



mencapai Rp 5.000 triliun. Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) memperkirakan kebutuhan investasi
infrastruktur Indonesia pada 2020-2024
mencapai USD 429,7 juta. Sementara itu, APBN
hanya mampu membiayai sekitar 8,7 persen
dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur
dan BUMN serta perbankan nasional hanya
mampu berkontribusi sebesar 30 persen.
Masih terdapat gap pembiayaan yang mencapai
Rp 3.000 triliun.*

Di sini, upaya mengisi gap pembiayaan umumnya
ditawarkan kepada investor penanaman modal
dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA).
Dalam investasi berbasis lahan, khususnya
yang dilakukan tanpa memenuhi kaidah-
kaidah investasi berkelanjutan, tak jarang
upaya ini menimbulkan konflik yang dipicu oleh
ketidakpastian status dan hak atas lahan.

Karena itu, upaya Pemerintah untuk menarik
investasi perlu dibarengi dengan adanya
jaminan kepastian lahan agar investasi dapat
berjalan dan akan memberikan pendapatan
kepada Pemerintah.

. Kejadian konflik karena meningkatnya

kebutuhan air dan energi.

Kebutuhan air dan energi akan terus meningkat
seiring dengan meningkatnya pembangunan dan
bertambahnya jumlah penduduk. Meningkatnya
kebutuhan air tersebut diperlukan untuk
memenuhi  kebutuhan domestik, irigasi,
maupun industri. Sementara itu, maraknya
pembangunan yang diiringi dengan
meningkatnya jumlah penduduk berdampak
pula terhadap peningkatan kebutuhan energi.”

Salah satu contoh kasus konflik perebutan
pasokan air terjadi di Kabupaten Musi Rawas
Provinsi Sumsel. Rusaknya bendungan irigasi
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primer menimbulkan konflik dan tarik ulur
penggunaan air antara petani persawahan dan
peternak budi daya perikanan air tawar. Petani
pangan menginginkan agar irigasi lancar dan
merata, terutama untuk persawahan sementara
peternak ikan memerlukan air untuk kolam-
kolamnya. Meskipun sudah dilakukan mediasi,
konflik tersebut belum dapat diselesaikan.'

Meningkatnya konflik akibat melemahnya
katup pengaman (safeguards) sosial dan
lingkungan.

Pemerintah telah memberlakukan beberapa
kebijakan yang berfungsi sebagai katup
pengaman untuk mengelola risiko yang tidak
terhindarkan dari proses pembangunan,
seperti perizinan lingkungan, Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS), izin lokasi, Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), ljin
Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya. Di
sisi lain, upaya Pemerintah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan daya saing melalui
investasi dan pembangunan infrastruktur,
menuntut adanya kemudahan proses perizinan
berusaha yang kemudian direspon dengan
penghapusan mekanisme Amdal dan IMB
sebagai syarat berdirinya kegiatan usaha.
Kondisi demikian berpotensi meningkatkan
risiko kerusakan lingkungan dan mengancam
keselamatan masyarakat karena berkurangnya
kontrol terhadap dampak pembangunan proyek
atau investasi.

Contoh  kasus melemahnya safeguards
sosial dan lingkungan berkenaan dengan
pembangunan pabrik semen di Kendeng.
Proses pembangunan pabrik semen tersebut
menimbulkan  berbagai  penolakan  dari
masyarakat dan akademisi karena dinilai
menyalahi aturan, yakni penyusunan Amdalnya
baru dikerjakan ketika pabrik sudah diresmikan.

16 http://dpr.go.id/berita/detail/id/24474/t/Komisi+IV+Harap+Konflik+Kepentin-
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PERSEPSI PEMERINTAH/PEMDA TERHADAP
KERUGIAN DAN RISIKO PEMBANGUNAN AKIBAT
KONFLIK LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM.

Kerugian dan risiko pembangunan akibat
konflik lahan dan sumber daya alam bersifat
multi dimensional. Studi ini menemukan bahwa
persepsi pemerintah/Pemda terhadap konflik
lahan dan sumber daya alam secara garis besar
terbagi dua. Pertama, konflik dipandang sebagai
suatu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk
meraih kepercayaan publik dan investor serta
mempertahankan elektabilitas. Peluang ini
diciptakan melalui upaya penanganan konflik yang
menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima dan
dijalankan oleh para pihak. Situasi ini secara umum
terjadi pada sebagian besar daerah di Indonesia,
salah satunya di Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumsel. Adanya penanganan konflik yang
dilakukan oleh PIt. Bupati, secara tidak langsung
meningkatkan elektabilitasnya ketika mencalonkan
diri pada pilkada berikutnya. Peningkatan
elektabilitas ini kemudian berdampak terhadap
berkurangnya biaya politik yang dikeluarkan.

Kedua, Pemerintah/Pemda berpandangan
bahwa konflik dapat mempengaruhi pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing
Kementerian dan Lembaga (K/L) jika tidak
tertangani. Namun persepsi ini terkotak-kotak
sesuai dengan kewenangan dari masing-masing
K/L. Misalnya, bagi Kemendagri, konflik dianggap
sebagai sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas
nasional. Sementara bagi Kemenko Perekonomian,
konflik dianggap sebagai masalah yang timbul
dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan
bagi KLHK, konflik dianggap sebagai sesuatu yang
mengancam kelestarian hutan dan lingkungan
hidup. Sementara itu, bagi Kementerian Pertanian,
konflik dianggap sebagai sesuatu yang dapat
menganggu kelancaran usaha pertanian. Secara
umum dapat dikatakan konflik dipandang sebagai
sesuatuyangdapat menganggu pelaksanaan tupoksi
dari masing-masing K/L jika tidak tertangani.

CITRA
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Gambar 3. Persepsi Pemerintah/Pemda terhadap Kerugian dan Risiko Pembangunan Akibat Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam




Cara pandang Pemerintah/Pemda ini tidak terlepas
dari sistem pemerintahan yang mengkombinasikan
aspek-aspek politis yang dinamis, birokrasi yang
rigid (kaku) dan partisipasi masyarakat khususnya
dalam sistem elektabilitas pemimpin pemerintahan.

Pembangunan Indonesia yang masih memiliki
ketergantungan besar pada sumber ekonomi
berbasis sumberdaya alam memiliki hubungan
timbal balik yang sangat erat dengan kejadian
konflik lahan dan sumberdaya alam. Terdapat
setidaknya lima kategori persepsi Pemerintah/
Pemda terhadap kerugian dan risiko pembangunan
akibat konflik lahan dan sumberdaya alam.

A. Konflik dapat menurunkan citra pemerintahan
Pemilihan umum secara langsung merupakan
buah perkembangan demokrasi di Indonesia
yang menempatkan masyarakat sebagai
pemegang hak suara dalam pemilihan
pemimpin pemerintahan. Di sini, konflik sering
dijadikan suatu “komoditas” politik yang dapat
dimanfaatkan untuk mempengaruhi citra
populis pemimpin maupun calon pemimpin
pemerintahan baik di tingkat nasional maupun
daerah.

Komitmen penanganan konflik pemerintah,
khususnya yang telah diterjemahkan menjadi
suatu program kegiatan, akan mempengaruhi
elektabilitas pimpinan politik dalam konstelasi
politik di masa berikutnya. Pada tingkat
nasional, elektabilitas calon presiden petahana
pada pemilihan presiden tahun 2019 cukup
tinggi di daerah-daerah dimana telah dilakukan
pembagian sertifikat tanah dalam program
Reforma Agraria. Program Reforma Agraria
merupakan program yang digadang-gadang
sebagai respon terhadap ketimpangan
kepemilikan lahan di masyarakat.

Fenomena ini juga terlihat di Kabupaten Musi
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dimana
keseriusan penanganan konflik menjadi salah
satu aspek yang mendongkrak elektabilitas wakil
bupati petahana pada kontestasi pemilihan
kepala daerah pada tahun 2018.

10

B. Konflik menyebabkan ketidakstabilan sosial
dan politik
Investordancaloninvestoryangakanberinvestasi
di suatu daerah akan mempertimbangkan
faktor stabilitas sosial daerah tersebut. Apabila
terdapat ketidakstabilan sosial, daya tarik
daerah tersebut sebagai tujuan investasi akan
menurun. Inilah yang dimaksud stabilitas sosial
sebagai salah satu indikator daya saing investasi
yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dalam indeks
kemudahan berusaha (ease of doing business
index).

Ketidakstabilan sosial dapat terjadi jika konflik
yang ada tidak terselesaikan dan termanifestasi
sebagai konflik seperti aksi penyampaian
aspirasi, baik secara damai sampai pun aksi
anarkis berupa perusakan hingga kekerasan.
Studi biaya konflik di sektor perusahaan
mencatat adanya berbagai manifestasi konflik
yang dapat menganggu operasional perusahaan.
Gangguan ini jika tidak tertangani pada akhirnya
dapat mempengaruhi jalannya penyelenggaraan
pemerintahan dan menganggu kinerja investasi.

Konflik antara PT. BHM pemegangizin konsesi HTI
di Kelompok Hutan Sungai Simpang Heran hingga
Sungai Bekuyu I, Kabupaten Ogan Komerang llir,
Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah
satu konflik yang menyebabkan ketidakstabilan
sosial. Kegiatan operasional perusahaan di
lahan yang selama ini dimanfaatkan sebagai
lahan pertanian masyarakat menjadi pangkal
konflik. Masyarakat kemudian melakukan aksi
penyampaian aspirasi kepada perusahaan,
dilanjutkan kepada Pemerintah Daerah hingga
kepada Komnas HAM.

. Konflik dapat menghambat investasi publik
Konflik dapat menghambat Pemerintah
memenuhi salah satu kewajibannya dalam
melakukan investasi publik. Investasi publik
berupa pembangunan sarana dan prasarana
wilayah umumnya menghadapi hambatan dalam
pengadaan lahan.



Salah satu kasus konflik yang menghambat
investasi publik terjadi pada masyarakat
yang tinggal di Suaka Margasatwa Bentayan,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumsel.
Masyarakat telah puluhan tahun menghuni
wilayah itu dan sudah ada sekolah di sana.
Namun karena Suaka Margasatwa termasuk ke
dalam wilayah kawasan hutan maka keberadaan
warga masyarakat dianggap ilegal. Karena
statusnya itu, warga masyarakat di sana tidak
dapat merasakan pembangunan yang dibiayai
dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin maupun
Dana Desa (DD).

. Konflik mempengaruhi penerimaan
pendapatan pemerintah/Pemda baik berupa
pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP).

Rencana investasi tidaklah berarti tanpa adanya
realisasi investasi. Dan kejadian konflik dapat
menghambat realisasi masuknya investasi yang
telah direncanakan oleh investor. Realisasi
investasi yang terhambat akan berimbas pada
penerimaan pendapatan pemerintah baik yang
berasal dari pajak ataupun penerimaan negara
bukan pajak (PNBP).

Kasus ini dialami di daerah wisata Gili
Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Di lokasi tersebut banyak
lahan telantar yang dibiarkan oleh pemegang
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HGU dan HGB yang sah. Kemudian masyarakat
setempat memanfaatkan lahan tersebut untuk
berbagai keperluan termasuk untuk usaha.
Ketika saatnya ingin mengembangkan usaha,
para pengusaha kesulitan dalam perizinannya
karena terbentur dengan status lahan. Selain
itu, karena status lahan yang belum jelas (masih
sengketa), PemKab Lombok Utara tidak dapat
menarik pajak reklame, pajak restoran dan
pajak lainnya dari pemilik usaha tersebut.

. Konflik dapat meningkatkan anggaran

penanganan konflik.

Besaran alokasi anggaran menjadi cerminan
prioritas suatu program. Penanganan konflik
yang optimal memerlukan dukungan anggaran
yang cukup. Sementara itu alokasi anggaran
tergantung pada kewenangan yang dimiliki
lembaga-lembaga terkait dan sangat tergantung
pada prioritas Pemerintah/Pemda.

Di  Provinsi Sumatera Selatan, dukungan
tersebut ditunjukkan oleh Komisi | DPRD
yang memprakarsai penambahan anggaran

penanganan konflik. Hal ini dilakukan sebagai
respon terhadap banyaknya laporan konflik yang
terjadi antara masyarakat dengan perusahaan
pada tahun 2015-2016 yang menyebabkan
kebutuhan anggaran penanganan konflik
bertambah.



RESPON DAN TANTANGAN PENANGANAN
KONFLIK LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM.

Studi  ini selanjutnya menelisik bagaimana
Pemerintah/Pemda merespon adanya konflik atau
potensi konflik dalam wilayah pemerintahannya.
Menggunakan pendekatan kapasitas yurisdiksi
pemerintah, studi ini mencoba menelisik respon
pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan
pembangunan nasional dan respon Pemda yang
mengelaborasi kebijakan pusat dalam strategi
pembangunan daerahnya. Beberapa temuan kajian
ini adalah sebagai berikut:

¢ Kepemimpinan

Komitmen pemimpin pemerintahan merupakan
langkah awal upaya penanganan konflik. Baik
di pemerintah pusat maupun di pemerintah
daerah, komitmen pemimpin membawa arah
serta menunjukkan tingkat keseriusan upaya
penyelesaian konflik lahan dan sumber daya
alam.

Pemerintah pusat menunjukkan keseriusan
dalam upaya penanganan konflik. Komitmen
presiden dalam upaya penanganan konflik
terlihatdalambeberapakebijakanyangberfungsi
sebagai katup pengaman (safeguards) untuk
mengelola risiko pelaksanaan pembangunan
dalam RPJMN 2015-2019. Konflik menjadi
salah satu risiko pelaksanaan pembangunan
yang jika tidak tertangani dikhawatirkan akan
menghambat pembangunan dan pertumbuhan
ekonomidengan menurunkan daya saingdaerah.
Komitmen pemerintah dalam menangani konflik
sudah tercantum dengan jelas dalam Perpres
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017.

Upaya serius ini kemudian ditindaklanjuti
dengan penerbitan beberapa kebijakan
turunannya yang terkait dengan penanganan
konflik sosial, perubahan peruntukan dan
fungsi hutan, penggunaan kawasan hutan,
jaminan luasan lahan pertanian, kebijakan satu
peta, penyediaan tanah untuk proyek strategis
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nasional, reforma agraria hingga pendaftaran
tanah sistematis lengkap.

Sementara itu, pemerintah daerah menyikapi
RKP Pembanggunan Pemerintah pusat dengan
respon beragam yang dipengaruhi oleh prioritas
pembangunan daerah hingga dinamika politik
lokal yang berimbas pada perubahan arah
kebijakan Pemda.

Bagi jajaran pemerintah Kabupaten Lombok
Utara, konflik menyebabkan daya saing daerah
semakin berkurang dan pada akhirnya akan
berdampak pada penurunan pendapatan
daerah. Namun demikian konflik tidak menjadi
suatu bagian khusus dalam penyusunan RPJMD
Kabupaten Lombok Utara 2016 - 2018.

Sementara di tingkat pemerintah provinsi
Nusa Tenggara Barat, pada masa Gubernur
Muhammad Zainul Majdi, penyelesaian konflik
lahan menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD
2012-2018. Namun setelah terjadi pergantian
Gubernur, konflik lahan tidak lagi tertuang
dalam RPJMD. Namun demikian RPRJMD memuat
respon dari RKP Pembangunan Pemerintah
Pusat terkait penanganan konflik sosial melalui
program Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan
Sosial, Program Peningkatan Tertib Administrasi
Pertanahan dan Program Pemanfaatan Ruang.

Kabupaten Musi Banyuasin menyikapi isu konflik
lahan dengan tingkatan yang berbeda. Konflik
lahan menjadi isu prioritas yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-
2021. Bersama dengan isu kepastian hukum
kepemilikan lahan, pencegahan krisis ekologi,
dan konflik lahan menjadi bagian dari program
reforma Agraria yang digadang-gadang sebagai
isu strategis pemerintah.

Pengaturan kelembagaan
Pemerintah/Pemda merespon kejadian konflik



melalui pengaturan kelembagaan penanganan
konflik. Langkah ini dilakukan secara kongkrit
dengan menunjuk beberapa lembaga, baik
-lembaga struktural maupun lembaga non-
struktural, untuk melakukan upaya penanganan
konflik secara parsial sesuai dengan wilayah
kerja masing-masing. Hal ini dilakukan baik oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Masing-masing K/L diberikan kewenangan
untuk menangani konflik yang berpotensi untuk
mengganggu kinerjaK/Lbersangkutan. Misalnya,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
memberikan layanan publik penanganan konflik
tenurial dengan pendekatan non-litigasi melalui
Direktorat PKTHA. Salah satu kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengatasi
konflik di kawasan hutan adalah kemungkinan
pemberian hak akses pengelolaan lahan kepada
warga masyarakat kurang mampu melalui sistem
pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan
negara atau hutan hak/hutan adat. Sementara
itu Kementerian Dalam Negeri membentuk
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial untuk
melaksanakan koordinasi penanganan konflik
sosial. Sedangkan Ditjen Perkebunan di
Kementerian Pertanian menangani sengketa
lahan perkebunan melalui Sub-direktorat
Gangguan Usaha, Dampak Perubahan lklim dan
Pencegahan Kebakaran Hutan.

Lembaga non-struktural dilibatkan khususnya
dalam menyediakan dukungan pengelolaan
konflik yang efisien khususnya yang berkaitan
dengan isu strategis seperti pembentukan
Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Konflik
Agraria oleh Kantor Staf Presiden, dukungan
fasilitasi penyelesaian konflik melalui mediasi
atau konsolidasi para pihak seperti yang
dilakukan oleh Ombudsman dan Komisi Anti
Rasuah (KPK).

Di luar dua kelompok lembaga tersebut, juga
terdapat keterlibatan DPR dan DPD Rl yang juga
menerima laporan pengaduan dan melakukan
fasilitasi dan/atau mediasi.

Sementara di daerah, pertimbangan kearifan
lokal mengefektifkan pelibatan Iembaga
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non-struktural. Di Kabupaten Lombok Utara,
Pemerintah memprakarsai pembentukan Majelis
Krama Desa melalui Perbub Nomor 20 Tahun
2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa.
Lembaga ini diamanatkan untuk menangani
konflik maupun sengketa yang meliputi tindak
pidana ringan yang termasuk delik aduan,
perkara perdata dan sengketa adat. Sedangkan
di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat mengeluarkan peraturan daerah
tentang Bale Mediasi selain juga membentuk
tim terpadu penanganan konflik sosial.

Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin. Satuan Tugas
Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas
P2KA) dibentuk oleh Bupati selain juga tim
terpadu penanganan konflik sosial. Perhatian
khusus pemerintah kabupaten pada Satgas
P2KA, keanggotaan Satgas P2KA yang terdiri atas
kombinasi personil dari jajaran pemerintah dan
LSM menjadikan gugus tugas ini mendapatkan
perhatian lebih dari masyarakat.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan
Langkah ketiga yang dilakukan pemerintah
untuk mengurangi dampak konflik adalah
mengakomodasi program penanganan konflik
dalam rencana pembangunan. Berdasarkan
Perpres Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah tahun 2017, Pemerintah
menyusun  program  prioritas penguatan
kerangka regulasi dan penyelesaian konflik
agraria. Hal ini dilakukan untuk mendukung
pelayanan pertanahan dan upaya penyelesaian
konflik tanah yang bersifat struktural guna
memberikan kepastian hukum atas tanah,
melalui: (1) Review Peraturan Perundangan
untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria;
(2) Identifikasi dan verifikasi kasus-kasus konflik
agraria struktural di berbagai sektor strategis;
(3) Analisis dan penyusunan pendapat hukum
serta pengajuan rekomendasi penyelesaian
kasus konflik agraria; (4) Penyusunan review
ternadap Hak/lzin Usaha serta merubah
tata batas kawasan hutan untuk rakyat; (5)
Koordinasi dan supervisi dengan K/L dalam
menjalankan rekomendasi penyelesaian kasus-
kasus konflik agraria; dan (6) Mediasi dan upaya



Alternative Dispute Resolution (ADR) lainnya
untuk mempercepat penyelesaian konflik
agraria di semua sektor strategis.

Ketiga respon pemerintah tersebut menemukan
beberapa tantangan dalam pelaksanaannya:

Target pemerintah yang dicanangkan dalam
RPJMN sangat ambisius. Hal ini terlihat jelas
pada pencapaian target reforma agraria yang
masih dianggap belum tercapai di periode
pertama jabatan Presiden Joko Widodo.
Reforma Agraria ditargetkan berupa legalisasi
aset pada lahan seluas 4,5 juta hektar dan
redistribusi tanah sebesar 4,5 juta hektar.
Target legalisasi aset sudah tercapai, namun
target redistribusi aset baru mencapai 1, 44
juta juta hektar.

Walaupun telah  dilakukan  pengaturan
kelembagaan yang cukup konkrit, dalam
pelaksanaannya masing-masing K/L

kurang berkoordinasi dalam mengeluarkan
kebijakan. Akibatnya terjadi tumpang tindih
dan pertentangan antar kebijakan yang
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
pelaksanaannya. Hal ini juga terjadi antara jalur
koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah.
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Mengingat masing-masing Pemda memilki
kapasitas yang berbeda dalam merespon KRP
Pembangunan Pemerintah, maka hal ini menjadi
salah satu tantangan.

Pemetaan potensi konflik belum terakomodasi
dalam rencana pembangunan. Dari sisi
perencanaan, Pemerintah/Pemda perlu
menyusun pemetaan konflik pada tiap
wilayah untuk mengindentifikasi potensi-
potensi timbulnya konflik. Deteksi dini akan
memudahkan Pemerintah/ Pemda dalam
merancang pendekatan yang perlu dilakukan
untuk penanganan konflik. Pemetaan konflik
dan deteksi dini ini dapat dijadikan dasar
dalam penyusunan rencana penanganan
konflik yang akan diakomodasi dalam rencana
pembangunan.

Tantangan-tantangan di atas muncul karena
adanya faktor politis terkait dengan pergantian
pemimpin pemerintahan, faktor birokrasi
yang rigid karena adanya berbagai peraturan
perundangan yang mengaturnya, dan faktor
keberlanjutan yang tidak terakomodasi dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran
pembangunan.



REKOMENDASI

Konflik lahan dan sumberdaya alam sebagai
implikasi dari kegiatan pembangunan memerlukan
strategi penanganan vyang menyeluruh. Tidak
dapat dipungkiri, kebijakan lintas sektor dan
lintas periode pemerintahan kerap bertumpah
tindih. Identifikasi KRP Pembangunan sektoral
Pemerintah/Pemda tentang potensi keterjadian
konflik dengan lembaga sektoral tersebut akan
membantu dalam upaya penyelesaian konflik.

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk
penyelesaian konflik lahan dan sumberdaya alam
yang dirumuskan berdasarkan temuan-temuan
diatas:

1. Pemerintah/Pemda perlu mempertimbangkan
penyelesaian konflik lahan dan sumber daya
alam dalam kebijakan pembangunan di masa
yang akan datang, khususnya kebijakan
lembaga-lembaga sektoral yang berkaitan
dengan konflik lahan dan sumberdaya alam.
Jika memungkinkan, prakarsa penyelesaian
konflik itu dituangkan dalam dan diperkuat
dengan kebijakan baru, khususnya kebijakan
lembaga-lembaga sektoral yang berkaitan
dengan konflik lahan dan sumberdaya alam.
Dengan demikian, resolusi konflik yang telah
tercapai dan telah dilaksanakan dapat tetap
terjaga keberlanjutannya.

2. Pemerintah/Pemda perlu meningkatkan
komitmennya terhadap upaya penanganan
konflik lahan dan sumberdaya alam dan tidak
hanya menjadikannya sekedar motif politis
jangka-pendek dalam pilkada. Motif politis
seperti itu sangat berisiko khususnya karena
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dapat memicu konflik baru jika komitmen
penanganan konflik ditinggalkan ketika terjadi
pergantian pemimpin.

. Mandat TAP MPR RINomor IXTahun 2001tentang

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam perlu dijadikan pedoman dalam
upaya penanganan konflik sembari pada saat
yang sama mengantisipasi potensi munculnya
konflik baru serta dukung pembiayaan
pelaksanaan program penanganan konflik.

. Pemerintah/Pemda perlu menangani konflik

lahan dan sumberdaya alam secara menyeluruh.
Dalam arti perlu penyelesaian secara struktural
pada akar permasalahan yang antara lain terjadi
sebagai respon dari tumpang tindih kebijakan,
ketimpangan sosial ekonomi, kerusakan
lingkungan serta berbagai aspek lainnya sesuai
konteks lokal tempat terjadinya konflik.

Pemerintah/Pemda perlu melakukan pem-
benahan lembaga-lembaga yang menangani
konflik lahan dan sumberdaya alam. Diperlukan
lembaga independen yang memiliki kewenangan
lintas sektoral dan terdiri dari berbagai unsur
dalam penanganan konflik. Faktor utama
keberadaan lembaga independen tersebut
adalah bebas dari aspek politis, adaptif tanpa
birokrasi yang rigid, dan berkelanjutan dalam
pembiayaan operasionalnya. Lembaga ini dapat
berperan sebagai penentu standar dalam
penanganan konflik dan pembentuk kesadaran
terkait pentingnya penanganan konflik baik di
pusat maupun di daerah.
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